
 
 
 
No. 11/12/DPD                                  Jakarta,  20 April  2009   

 

S U R A T   E D A R A N 

kepada 

SEMUA BANK UMUM DEVISA  

DI INDONESIA 

 

Perihal :  Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/48/DPD  

         Tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah 
     

  
 Menunjuk   Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  10/37/PBI/2008   tanggal   

16 Desember 2008 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4945) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 11/14/PBI/2009 tanggal 17 April 2009 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5003), dan mempertimbangkan bahwa salah satu cara untuk 

mencapai kestabilan nilai rupiah adalah dengan mengurangi tekanan yang 

disebabkan oleh upaya penyelesaian transaksi valuta asing terhadap rupiah yang 

telah terjadi, maka dipandang perlu untuk mengubah ketentuan angka 13 dalam 

Surat Edaran Nomor 10/48/DPD tanggal 24 Desember 2008 tentang Transaksi 

Valuta Asing Terhadap Rupiah yaitu huruf b, huruf h, dan huruf i dihapus, serta 

huruf c, huruf e, huruf f, dan huruf g diubah, sehingga angka 13 berbunyi sebagai 

berikut: 

13.  Bank yang melakukan penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud dalam PBI 

Pasal 13 diatur sebagai berikut: 

a. Penyelesaian ... 
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a. Penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud dalam PBI Pasal 13 ayat (2) 

berlaku untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang dilakukan oleh 

Bank dengan Nasabah maupun Bank dengan Bank. 

b. Dihapus. 
 

c. Penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud dalam PBI Pasal 13 ayat (2) 

juga berlaku untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah terkait dengan 

structured product baik yang dilakukan dalam rangka Kegiatan Ekspor/Impor 

maupun yang dilakukan tidak dalam rangka Kegiatan Ekspor/Impor. 

d. Penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud dalam PBI Pasal 13 ayat (2) 

dapat dilakukan dengan cara kombinasi antara pengaturan dalam Pasal 13 

ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c. 

e. Penyelesaian transaksi tanpa pergerakan dana pokok melalui percepatan 

penyelesaian (early termination) atau penghentian (unwind) Transaksi Valuta 

Asing Terhadap Rupiah sebagaimana diatur dalam PBI Pasal 13 ayat (2) 

huruf a, dapat dilakukan sepanjang: 

1) penyelesaiannya tidak dilakukan dengan transaksi structured product; 

dan 

2) wajib didukung dengan dokumen paling kurang berupa kontrak 

percepatan penyelesaian atau penghentian Transaksi Valuta Asing 

Terhadap Rupiah yang bersangkutan. 

f. Penyelesaian transaksi tanpa pergerakan dana pokok melalui restrukturisasi 

kontrak Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah sebagaimana diatur dalam 

PBI Pasal 13 ayat (2) huruf b diatur sebagai berikut: 

1) restrukturisasi antara lain meliputi restrukturisasi yang terkait dengan 

nilai nominal, jangka waktu, dan syarat-syarat lainnya.  

2) nilai nominal restrukturisasi paling banyak sebesar nilai nominal 

transaksi sebelumnya yang direstrukturisasi. 

3) restrukturisasi tidak dilakukan dengan menggunakan transaksi structured 

product.  

4) restrukturisasi ... 
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4) restrukturisasi hanya dapat dilakukan apabila didukung dengan dokumen 

paling kurang berupa kontrak restrukturisasi Transaksi Valuta Asing 

Terhadap Rupiah yang bersangkutan.  

g. Penyelesaian transaksi tanpa pergerakan dana pokok dengan menggunakan 

dana pinjaman dari Bank sebagaimana diatur dalam PBI Pasal 13 ayat (2) 

huruf c, diatur sebagai berikut:  

1) pemberian dana pinjaman untuk penyelesaian transaksi merupakan 

penyediaan dana yang wajib dinilai kualitasnya sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku mengenai penilaian kualitas aktiva bank umum dan 

diperhitungkan dalam batas maksimum pemberian kredit sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku mengenai batas maksimum pemberian kredit 

bank umum. 

2) pemberian dana pinjaman untuk penyelesaian transaksi dapat dilakukan 

apabila didukung dengan dokumen paling kurang berupa surat perjanjian 

pinjaman atau tagihan lainnya yang dapat dipersamakan dengan surat 

perjanjian pinjaman yang memuat tujuan penggunaan pinjaman untuk 

penyelesaian Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang 

bersangkutan. 

3) pelaporan pemberian pinjaman tersebut dilaporkan melalui Laporan 

Bulanan Bank Umum (LBU) pada pos ”tagihan lainnya”. 

h. Dihapus. 
 

i. Dihapus. 

Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2009 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran 

ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Demikian agar Saudara maklum. 

BANK INDONESIA, 

 

BUDI MULYA  
DEPUTI GUBERNUR 


